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Abstrak: Selat Malaka merupakan salah satu selat yang paling sibuk di
dunia yang menghubungkan antara Laut India dengan Laut China
Selatan. Selat ini juga merupakan lintasan yang paling strategis jika
dibandingkan dergan linrasasi-lintasan lain bagi kapai-rkapal dagang
antara Teluk Parsi dan negara-negara Asia Timur. Ada empat negara
vang berbatasan dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia,
Singapura dan Thailand. Meskipun perairan Selat Malaka menyentuh
pulau-pulau Andaman dan ménghubungkan dengan Pantai Thailand,
tetapi lintasan kapal kebanyakannya melalui laut teritorial Indonesia
dan Malaysia. Selain menjadi selat yang strategis Selat Ma
menjadi tempat mencari ikan sebagai makanan pokok para nelayan
vang berdomisili di sekitar Selat Malaka. Sehingga Selat Malaka sangat
memerlukan batas-batas yang menjadi hak dan kewajiban bagi
negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Salah satu batas
laut yang sangat penting ialah zona ekono
berguna untuk melindungi setiap nelayan dal
menjadi jelas mengenai hak dan kewajiban setiap negara secara adil di
Selat Malaka sebaiknya pemerintah kedua negara harus segera

melakukan perundingan mengenai perjanjian tentang batas-batas
zona ekonomi eksklusif di Selat Malaka.

laka juga

mi eksklusif yang juga
am mencari ikan. Untuk

Kata Kunci: Batas Zona Ekonomi Esklusif, Pen

angkapan Ikan Lintas
Batas, Selat Malaka

Abstract: The Interest Of Exclusive Economic Zone Boundary OF

Malacca Strait In T'roubleshooting Fishing In Cross-Border. The
Strait of Malacca is one of the busiest straits in the world that connects
between the Indian Ocean and the South China Sea. The strait is also the
most strategic trajectory compared with other traj

. ‘ jectories for merchant
ships between the Persian Gulf and East Asian countries, There are four




014
298| Reusam Vol. I1l, No. 2 November 2

; .1 Malaysia, Singapore, and
: trait; Indonesia, MY !
Sl At d Malaccatesrs of Malacca Strait touc_h the' lsltands o{
Thailand. Although the wa h of Thailand, most of ship trajectory sai

ect the beac ; ia. In addition to be a
L daman undeone | sea of Indonesia and Malaysia. o
through the territorial sé Jace to fish as a staple foo

. it is also ap :
strategic strait, the Malacca Strait IS Strait. Thus the Strait of Malacca
of the fishermen who live around the Stralt e rdering the
needs the limits as the rights and Ob“gatmn;fondaries o oxolusive
: - t sea bou e
Strait. One of the most importan St S
economic zone which is also useful to protect every f s?etr;mtha : bj; comgs
To be clear about the rights and obligations Otf _a”)’s; (fuld e diatel
S th countries
fair is that the governments of bo : ,
undertake negotiations on an agreen?ent of boundaries of exclusive
economic zone in relation with the Strait of Malacca.

Keywords: Limit the exclusive economic zone, Fishing Trans-boundary,
Scrait of Malacca

A. PENDAHULUAN

Selat Malaka memainkan peranan strategis yang penting bagi
perdagangan dunia dan pembangunan antar kawasan. Negara-negara
yang berbatasan dengan Selat Malaka kaya dengan sumber daya alam.
Walau bagaimanapun, Selat Malaka juga sarat dengan masalah,
misalnya pencemran lingkungan, pencemaran yang berasal dari
kegiatan pelayaran dan industri, imigran gelap dan pencarian ikan
lintas batas serta rentan terhadap kerusuhan politik dan sosial.

Selat Malaka ialah sebuah daer

, , ah perairan yang terletak di
antara pantai bagian Barat Negara Thail

and dan di bagian Timur laut
ra (lnclonesia).1 Lokasi Selat
, Sebuah garis dari Uj :

: , jung Baka

(Pedropunt) (5° 40’ N, 950 26 E), pada bagian Barat Laut, Lem Phra

ecil (10 1¢’ ;
Tanjung Kedabu (1006’ N, 1020 59'(E),3 N, 103023 E), ker

e R T

'Hamzah Ahmad, The Strait of

; , ; Strait of Malace rnati

Trade Funding and Nuw;qutiu:wlSufctv 2004 lil(:nh'itu““““”u[ AHGRET R &
2 Ihid. el

*1bid.
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Ada empat negara yang berbatasan dengan Selat Malaka yaitu
[ndonesia, Malaysia, Singapura dan Negara Thailand. Meskipun
perairan Selat Malaka menyentuh pulau-pulau Andaman dan
menghubungkan dengan Pantai Negara Thailand, tetapi lintasan kapal
kebanyakannya melalui laut teritorial Indonesia dan Malaysia.*

Selac Malaka mempunyai keluasan 520 mil dan kelebaran
dalam variasi-variasi tertentu dari 200 mil di bagian utara sampai 11
mil di bagian ujung selatan.5 Artinya, dailam kelebaran 200 mil, selain

mempunyai laut teritorial dan zona tambahan juga mempunyai zona
ekonomi eksklusif.

Adapun sumber lain menyebutkan geografi Selat Malaka
juasnya kira-kira 600 mil antara Semenanjung Malaysia Barat dan
bagian Timur Pulau Sumatera dengan kelebaran pada pintu masuknya
di bagian Utara ialah kira-kira 126 mil, vang disebut terletak antara
Tanjung Tamiang, Indonesia dan Pulau Pinang, dan di bagian selatan
berakhir dengan bagian yang paling dangkal dengan kelebaran hanya
kira-kira 8 mil.> Bagian paling luas dalam pelayaran internasional di
Selat Malaka ialah melalui laut teritorial Indonesia dan Malaysia. Dari
the One Fathom Bank Lighthouse sehingga memasuki Selat Singapura,
melalui laut teritorial Malaysia.

Selat Malaka merupakan salah satu selat yang
menghubungkan antara Laut India dengan Laut China Selatan. Selat ini
juga merupakan lintasan yang paling strategis jika dibandingkan
dengan lintasan-lintasan lain (Selat Makassar dan Selat Lombok) bagi
kapal-kapal dagang antara Teluk Parsi dan negara-negara Asia Timur.
Lintasan Selat Malaka selalu dipilih oleh kapal-kapal yang mempunyai
berat lebih dari 250,00 (dead weight tonnage).’” Secara umumnya
sejumlah 72% kapal-kapal tanker melalui Selat Malaka. Selebihnya
28% saja menggunakan Selat Makassar dan Selat Lombok®

4 Tk

311?!3://www1.american.edu/TED/malacca.htm#rl. [17 September
2013]. . : .

sAdmiral Bernard Kent Sondakh, National Sovereignty and Security in
the Strait of Malacca, Paper of the Chief of Naval Stlatl, Indonesian Navtv,
Pembentangan pada Konferensi yang dia(l:ik;m oleh ];lh;}[f)lll laut Malaysia
(MIMA) di Kuala Lumpur, Malaysia, 12 Oktober 2004, him. 23.

7Hamzah Ahmad, Op. Cit., him. 4.

8 [bid.
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strategis, maka selat jp; ra

Etakrl:n);iit);?.gRawan yang tidak hanya tErf;m

bersifat militeristik, tetapi tela}ll' berkempg,
P ya[?gba ai aspek seperti perlmdungar-l ingkungan hak
mengarah pada i]ruasgan perdagangan dan investasi, pemberantaSan
asasi manusia, p'eonal atau perdagangan barang terlarang Maks
pidana mterna}?lnan'dan keamanan daerah ini m.emerlukfm Suaty
strategl  pertaha tama oleh Indonesia, Malaysia dan Sm_gapura
perhatian khusus teru ; tuk mengatasi ancaman kejahata,
dengan mengadakan kerjasama untu

di Selat Malaka.

Selain menjadi laluan yang sangat strategis.bagi kapal-kapal,
Selat Malaka juga menjadi tempat mencari ikan bagi ne!ayan-nelaygn
tradisional yang memanfaatkan laut sebagai sumber hldUpnya,_ ballf
bagi nelayan Indonesia, Malaysia maupun negarg:negara lain di
sekitar Selat Malaka. Hal inj disebabkan karena ikan merupakan

makanan utama bagi sebagian besar masyarakat di sekitar Selat
Malaka.

Oleh karena |
akan ancaman kejahatan

Ikan merupakan salah saty sumber kehidupan masyarakat di
sekitar Selat Malaka, bagi masyarakat tersebut beberapa jenis ikan
yang dikonsumsi yaitu jkan kembung, lele, mujair, patin, tongkol,
udang dan cumi-cumi. Selanjutnya, untyk industri olahan, potensi
pengembangannya adalah ikan tuna, udang, kakap, sardin, nila dan
rumput laut.? Untuk pasar institusiong] se
katering, potensi ikan yang dikembangkan
udang, ikan malas, baronang,
berkembang, maka ha] itu m
potensi pasar ekspor. Potens
produk ikan yang diandalkan (
dan rumput laut,10

yakni lobster, cumi-cumi,
' ar domestijk yang
uk merambah ke
diri adj beberapa
4, ikan patip, udang

€munculkan jde unt
I pasar ekspor sen
lantarany, ikan typ

1a, ada lima
oleh negara
Negarg yang terletak
adalah Jepang,

e R 0

"Ken}enterrjanv ) 'Pedagangan,
PEN/MJL/OO.S/G/ZU]Z Edisj Juni, tahup 2¢- Wareq Bkchis
1bid. 012, hi, 4-6. “Por, Ditjen

Ylbid.
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Selain permasalahan penangkapan ikan oleh nelayan, di Selat
Malaka juga dapat dijumpai beberapa permasalahan lainnya yaitu
penye_\lundupan senjata. Kegiatan illegal penyelundupan senjata
memiliki aspek politik, ekonomi dan keamanan antar negara, dan
lebih-lebih di negara tujuan karena akan mengancam stabilitas negara
tujuan. Senjata, amunisi dan bahan peledak masuk ke Indonesia
melalui laut, meskipun kian jarang ditemukan setelah konflik Gerakan -
Acheh Merdeka berakhir, tetapi masih juga tetap ada.!? Begitu juga
dengan peRomawipakan yang terjadi di selat Malaka umumnya
dilakukan oleh peRomawipak terhadap kapal-kapal kecil dan kapal-
kapal ikan yang berjalan dengan lambat, bukan kapal dagang besar

atau tanker trans benua yang berlayar di jalur pelayaran
internasional.l®

Selain itu, persoalan Penyeludupan manusia juga sering terjadi
di Selat Malaka yang mercpakan poros persimpangan dunie
menjadikan negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka
sebagai negara pihak pada berbagai tindak kejahatan antar negara.
Misalnya, dalam kasus penyelundupan manusia yang merupakan salah
satu bentuk kejahatan transnasional yang terjadi akhir-akhir ini.
Ancaman ini meningkat seiring dengan meningkatnya arus perjalanan,
komunikasi dan perpindahan tenaga kerja yang disebabkan
globalisasi. Saat ini penyelundupan manusia melalui perairan kawasan
Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara cenderung meningkat. Konflik
politik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan, Irak, Srilanka
menyebabkan terjadinya aliran pengungsi ke luar negeri, dimana
Australia yang berada di bagian Selatan kawasan Asia Tenggara
merupakan salah satu negara tujuan.**

Jjumlah kasus penyelundupan manusia ke Australia terus
meningkat dan mengharuskan negara ini bersikap tegas. Meski
merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, Australia
melakukan seleksi ketat terhadap migran pencari suaka yang secara
ilegal masuk ke negaranya. Indonesia merupakan negara transit yang

12 Kompas, 27 September 2011
13Jane Chan dan Joshua Ho,"Trends in Piracy and Armed Sea Robbery
in Southeast Asia” dalam Strategic Currents-Emerging Trends in Sufl[ht‘.ds‘[
Asia, Yang Razali Kassim (ed.), 5. Rajaratnam School of International Studies,
Singapura, t.th., hlm. 119-121. ; gl e
e 14Bertil Lintner, People Smuggling The Cnme of H(light.
http: //www.Asia pacificms. com/articles/ penplc_smugglmg/:?() O?lsl] aya
Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia.[ 20 Ap! il 2 .
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iu Australia, sehingga
but menuju :
e;;znesia dapat berperan sebagy;

] lap ke negaranyy
a imigran gelap
buferzonae pencegah masuknynsit penting bagi migran gelap yang
]udoneSia merupakan negara Friils Namun melimpahnya migran gelap
2 in masuk ke negara Australia. ra geografis | ndonesia merupakap
iii%ndonesia bukan saja karena secal ‘g2 disebabkan Pemerintap
terdekat Australia, tetapi jug erbatasannya sehingga
Lo lemah dalam pengawasan kgwasaq p HEWALayah: Indoncs
]ndonESIa tuk dimasuki dan dilalui migran I!ega : Kepulatan poit
o dl‘]rr:masuki migran gelap karena sebagai negara dglam menjaga
raV\;irll( kle Indonesia cukup banyak. Kelemahan nefatraya i
ma ingkatn ;
ada mening
perbatasannya dapat berdampaka pKawasan perbatasan satu negara
konflik dengan negara tetangg?_smy . dan memainkan peran
k encerminan dari kedaulatan, 5 538
A e injukar eksistensi sebuah negara. Selat Malaks
penting dalam menunju an exs:: k para imigran gelap kepelbagai
merupakan salah satu pintu masuk p
negara-negara antar kawasan.

i t
harus dilalui para n_ngran Eslzg ;
pemerintah Australia ber

Pentingnya perbatasan ZEE di sini ialah untuk menentukan
tanggung negara-negara yang berbabtasan dengan Selat Malaka.
o

Negara manakah yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap

permasalahan ini?. Bukan mengenaj permasalahan penyelundupan
manusia saja tetapi juga mengenai hal-hal lain, yaitu mengenai
kebebasan dalam mencari ikan bagi nelayan-nelayan tradisional dan
kewajiban menjaga lingkungan laut dj Selat Malaka.

Tidak berlebihan kiran
Inengenai landas kontinen tahup

belum dapat menyelesaikan pe

ya jika dikatan bahwa perjanjian
1969 antara Indonesia dan Malaysia

rmasalahan ipj karena perjanjian
tersebut hanya mengatur hal-ha] d} bawah permukaan laut saja.
Belum mengatyr mengenaj Perbatasan-perbatagap yang berada di
atas badan ajr yaitu ZEE,

Oleh yang demikijan
merlukan pe
internasional

82. Konvens;
1982) tidak hanya me

hayati yang me
memberjkan pe
tidak mempuny

» Untuk mengaty pelba
bagaj peraturan pula, setidaknya dalam
ada sehyal konvens;j yang disebut dengan
Hukum 1,a,¢ Internasiony) 1982 (UNCLOS
nguntul:]i:]j:;:z: tizl‘fo‘;‘ilnn' ik‘d!.l sebagai sumber daya
luang atay liak akfclgl,lt ,I‘)}q.-“tim §;1]a, tetapi Konvensi
al pantaj (right of 1(111(1‘;1;;;:3;; pstlcl;;:?lsl*)bg . l]t.‘gt?[-Lq yar{S

, an bagi negara

gal aktifitas di Selat

Ybig,
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ang secara geografis tidak beruntung (right of geographically
disadvan taged states).

Pasal 69 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara tidak
perpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan
dalam penangkapan ikan dari surplus sumber daya hayati di zona
ckonomi eksklusif negara-negara pantai. Hak negara tidak berpantai
melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif suatu negara
pantai selanjutnya berdasarkan persetujuan antara kedua negara
tersebut. Demikian juga negara-negara yang secara geografis tidak
peruntung mempunyai hak untuk berperan serta dalam penangkapan
ikan di zona ekonomi eksklusif negara pantai berdasarkan keadilan
dan kesepakatan antara keduanya sesuai dengan Pasal 70 UNCLOS
1982. Konsep ZEE memberikan alternatif open access Yyaitu
memberikan kewenangan bagi negara lain untuk mengelola sumber
daya di ZEE-nya, naraun konsep ini tidak selalu menjadi keuntungan
bagi negara pantai yaitu Indonesia dan Malaysia.1®

UNCLOS 1982 telah mengatur mengenai perikanan atau
penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif, bahwa setiap negara
mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan
eksplorasi, eksploitasi, pemeliharaan dan mengelola sumber daya
alam baik sumber daya alam hayati (living resources) maupun non
hayati (non-living resources).l” Sumber daya alam hayati inilah di
mana bidang perikanan yang mempunyai peranan penting dalam
pembangunan ekonomi setiap negara, karena dapat digunakan
sebagai lapangan kerja bagi masyarakat suatu negara dan juga
mendatangkan devisa negara dengan adanya ekspor ikan ke luar

negeri.

Pada Pasal 61 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa
negara pantai harus menentukan jumlah tallig.kapan sumber hayati
yang diperbolehkan (allowable catch of the living resogrces) di zoné
ekonomi ekslusif, sedangkan dalam ayat (2)-_nyg mengmgatkan agat
negara pantai untuk memperhatikan bukti 1l.m1ah terbaik (the .[.jesﬁ
scientific evidence) guna menjamin konservasi dan peng’;ell{(l)laf\tp t\;l:i
tepat, sehingga sumber hayati di zona ekonomi eksklusil tide

ntasi Code of Conduct For Responsible
al Hukum Internasional,
asional Fakultas

16L,uky Adrianto, Impleme ;
Fisheries dalam Perspektif négard Berkem.l.mng, ]L}l(l n i
Vol. 2 No. 3 April 2005, Lembaga Pengkanftg Hukum
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, him. 23.

17pasal 58 UNCLOS 1982.
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informasi ilmiah,
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internasional yang maksudny encarian ikan lintas batas yape
: aitkan dengan p
Jika dikai

ia dan Malaysia merupakap,
wa Indonesia 5

dilakukan di Selat Malaka, bah i hak ZEE di Selat Malaka dan belun!
dua buah negara yang mempu.nYE;: di Selat Malaka. Adapun mengen;;

i rianjian mengenai Z ; h Indonesia dan Malaysi,
membuat perjanj . udah dibuat ole i
perjanjian landas kontinen s Jaut Indonesia dengan Malaysia di Selat

batasan s, : Y

flenea gene{?;il::ﬁga Selatan. Penandatanganan 1(1111 tii;ltgi;kuggn
Ma;aka htjlrrl1 1969 dengan perjanjian perbatasan s dig amgk 5
e ktober 1969 di Kuala Lumpur yang an
LIRERdl 27 ober the Government of Malaysia and the
e e 0 tion of the continental shejyes
G ent of Indonesiaon the delimitatio _
bovernm éh two countries.”Setelah itu Indonesia mengesahkan

etween e . : _
perjanjian tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 89 tahun 1969.18

explo

Setidaknya, perjanjian mengenai perbatasan landas kontinen
tersebut antara Indonesia dan Malaysia juga dapat dianggap sudah
tidak relevan, karena menggunakan peraturan UNCLOS 1958 Sebab,
peruntukan ini belum memperuntukkan mengenai ZEE,1° sedangkan
UNCLOS 1982 sudah mengatur mengenai perbatasan ZEE.

Sangat ironi kiranya Jjika per

Janjian mengenai landas kontinen
yang bisa mengatur luas Jay

: t sampai dengan 350 mj] di Selat Malaka
telah dibuat sedangkan perjanjian tentang ZEE vang hanya 200 mil

belum dibuat, karena Perjanjian mengenai landas kontinen dan ZEE
Al Tezim yang berbed, selain ity Perjanjian mengenai landas
ko'ntmen hanya mengatur hal-hal yang ada di bawah per:mkaan laut
Saja, sedangkan perjanjian mengenaj ZEE juga akan mengatur hal-hal

g termasuk masala Penangkapan ikap lintas batas.

B. RUMUSAN MASALAH

rta , '

Fegtaha“an Direktorat Wi ayaﬂagii]tahm Direktorat Jenderal Strategi

Ndonesia-Ma|, siad anan, kopge < ZEE
Slhi YSia di Laut Chjp, Selatan,]ak P Penetapan bata

arta, Mac 201 0, hlm. 3.
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Ketidakjelasan perbgtasan di Selat Malaka sehingga menyebabkan
qra nelayan disekitar Selat Malaka salah dalam memperkirakan
perbatasan-perbatasan Qi Selat Malaka, Mereka menjadi korban dan
ditangkap pihak berwajib negara-negara yang berbatasan dengan
Selat Malaka. Kajian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk
melihat suatu peraturan yang jelas antara negara-negara yang
perbatasan dengan selat Malaka. Selain itu, di Selat Malaka pula belum
diadakan sebuah perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai
perbatasan ZEE antara kedua negara, karena boleh diduga salah satu

penyebab terjadinya kesalah fahaman perbatasan ZEE oleh para
nelayan.

C. METODOLOGI

Penelitian ini{ menggunakan metode pendekatan normatif.
Pendekatan normatif ini dilakukar dengan cara terlebih dahuiu

menganalisis peraturan-peraturan yang berkenaan dengan
perbatasan-perbatasan laut di Selat Malaka dalam menyelesaikan
masalah penangkapan ikan lintas batas dan juga yang termaktub

dalam UNCLOS 1982, dengan kata lain melihat peraturan hukum dari
aspek normatif.

Dalam pendekatan normatif, undang-undang dikonsepsikan
sebagai norma, kaedah, azas atau dogma-dogma. Penelitian normatif
dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap
bahan pustaka. Setidaknya yang termasuk dalam pendekatan normatif
adalah sejarah hukum, perbandingan hukum dan falsafah hukum.

D. SEJARAH PENGUASAAN LAUT

Negara tidak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta
atas dasar keadilan dalam penangkapan ikan dari surplus sumber
daya hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai. Negara
tidak berpantai mempunyai hak melakukan penangkapan ikan di zona
ekonomi eksklusif suatu negara pantai berdasarkan persetujuan
antara kedua negara tersebut. Demikian juga negara-negara yang
Secara geografis tidak beruntung mempunyai hak yang sama.20

Dalam kajian literatur ulasan sejarah juga didapati
pembangunan isu dari masa ke masa. Misalnya, mengenai sejarah

20pasal 69 dan Pasal 70 UNCLOS 1982.
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lan ini telah dikenal sejak
persoalan Per;(gl:f::z lggf;]g;riicxi meliputi seluruh Lautap Tengyy
Romgwnan. )e dJi bawah jajahan kuasanya. Tujuan pe“gUasaan
(Medltef‘tg_?f:gt tersebut adalah untuk mengurangkan bahayg daripada
Rmz?nv:ln lbajak laut. Ancaman bajak : laut sangat mengganggu
i::;manan dan keselamatan pelayaran di laut terseput yang sangat
penting bagi berkembangnya perdagangan dan kesejahteraap hidy

bagi rakyat yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Romaw;j inj.21

Bangsa Romawi meletakkan konse;{ l‘aut meru
communis omnium” (hak bersama seluruh manusia). Menurjut konsep
ini penggunaan laut adalah bebas atau_ terbuka bagi setiap Ora_ng,
Kebebasan di laut berartj kebebasan dari ancaman atau bahaya bajak

dalam menggunakan laut, oleh yang demikian tidak bertentangan
dengan penguasaan laut secara mutlak oleh bangsa Romawi,

pakan suaty "res

Konsep
Fés communis omnium ini akan menimbuikan doktrip Inengenaj
kebebasan dalam menggunakan laut 22

Selain konsep tersebuyt di atas ada

konsep penggunaan laut, yaitu res nuiljys. Menurut Pandangan inj layt
boleh dimiliki apabila suaty negara ingin memilikinya boleh
Mmenguasai laut tersebut, lanya juga disebut sebagai Konsep occupation
dalam hukum Bangsa Romawi. Sistem mendapatkan
tradisional seiring dengan konsep lama mengenai perolehan hak milik
karena “occupatio,” yaitu pendudukan yang termasuk “res nullius”
yaitu suatu tempat yang belum dimiliki o

leh Seseorang menjadi milik
orang yang menempatinya. Bangsa Romawi telah menetapkan cara

mendapatkan hak mi)ik secara alamiah:
Oleh karenan itu, menjadj
Hukum Layut Internasiona]

pemikiran lain mengenaj

hak secara

keperluan untyk menyusun satu

Mengenai  status antara negara
menyebabkan ahlj-ahy; hukum  Romawi mencari  penyvelesaian
terhadap masalah tersebut berdasarkan as

aS-asas dan konsep-konsep
1enjelaskan teori bagi tuntutan
NEgara-negara ini antara lainnya
rapa teori, dj
ikemukakan g)e

hukum Romawi. Keperluan untuk n

kedaulatan atas Jaut oleh |
menimbulkan hepe antaranya yang paling terkenal
adalah teop yang d

> ang
h Bartolus dan Baldus, dua ot

2 » - v : ; ‘ .)[J‘

"Mochtay KUSUlllddl“lddjd, Hukum Laug Antarabangsa, Binacif
Bandung, 1978, him. 2.3

“Ibid.

“Ibid., him, 2.3




Muhammad Nasir: Kepentingan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Di Selat Malaka P& 07

ahli falsafah dalam hukum laut internasional abad pertengahan.?*

gartolus meletakkan dasar bagi pembagian dua kawasan laut yaitu

bagian laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan di

Juar itu berupa bagian laut yang bebas dari mana-mana negara. Teori

ini merupakan dasar untuk pembagian dua kawasan laut yaitu laut

teritorial dan laut lepas. Sedangkan konsep Baldus agak berlainan dan

lebih maju jika dibandingkan dengan konsep Bartolus. Ia

membedakan tiga konsep berhubungan dengan penguasaan atas laut

yaitu:

a. Pemilikan daripada laut, yaitu sebuah negara boleh mengklaim
kepemilikan laut di laut teritorialnya;

b. Pemakaian daripada laut, yaitu laut hanya boleh dipakai tetapi
tidak boleh menuntut untuk dimiliki;

c. kedaulatan atas laut dan hak untuk melakukan perlindungan
terhacdap kepentingan-kepentingan di laut.2

Teori-teori yang diterangkan di atas bermanfaat dan
diaplikasikan di dalam pembentukan konsep-konsep dalam Hukum
Laut Internasional yang berlaku hingga kini, di samping itu ditentukar
pula oleh tindakan negara-negara sebagai pelaksanaan kepada
perlindungan dan kepentingan mereka. Tindakan negara-negara di
abad pertengahan yang berhubungan dengan laut dapat digolongkan
dalam tindakan-tindakan penggunaan laut seperti berikut:

Tindakan yang dilakukan untuk melindungi laut daripada sumber
kekayaan, terutamanya perikanan;

b. Tindakan yang menganggap laut sebagai jalan perlindungan yang
bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dari segi
keamanan, pertahanan, cukai, kesihatan dan lain-lain;

Tindakan yang bertujuan melindungi laut sebagai alat

a.

komunikasi.
hukum laut internasional ini menjadi

Pembentukan
Jautan yang berdasarkan kepada

perjuangan untuk menguasai
pelbagai alasan dan kepentingan yang berbeda. Pada masa yang sama

terjadi pula pertentangan ahli hukum yang masing-masing
memberikan saran-saran untuk membetulkan tindakan yang diambil

oleh pemerintah negaranya.

24]pid. hlm. 6.
251pid. hlm. 2-3.
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E. TEORI KEDAULATA{" penelitian ini tidak berlebi j
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dengan peranan perbata;}fn lall_ut di
faRin2 masalah penangk? R Tmh gl fas
lesaikan negara yang dibawa ole ans
edaulatélnqdano_Lm dang itu ialah atas
e kum bukan

: t kepada hu
» Namun demikian, urgng tara:o taI;t kepada hukum
"kemauan negara”. dakinya, tetapi orang e 35

gara menghen inya sebagai perinta g
karena neg asa wajib mentaatinya
karena ia mer

Untuk menganal;
diuraikan teori yang bi i
Selat Malaka 'dala.m l}?teori .
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Kel e;l yang mengatakan

els ;

in disebutkan bahwa suatu negarj

Dl .literatu;.gjngteltjgi (ijtljegelum berarti bahwat I:iiar?
S dapk :iaull)atan. Kedaulatan ialah kekuasaan lek kgg

terSEbu'tn?e'm‘pu?yl?lsSatu negara untuk secara bebas me atlu 22
yang dl_mﬁ;kliafai sesuai kepentingannya a;al saja rl::lpzin ing
feerl::bgj'i tidfk bertentangan dengan hukum internasional

dengan konsep hukum internasional, kedaulatan memi
utama yaitu:2¢

Sesuai
liki tiga aspek

a. Aspek ekstern kedaulatan ialah haj bagi setiap negara untulf
: secara bebas untuk menentukan hubungannya dengan pelbagai

negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan
atau pengawasan darj negara lain;

b. Aspek intern kedaulatan ialah
negara untuk mene
lembaga—lembaga

hak atau Wewenang eksklusif suatu
ntukan bentyk lembaga—l

tersebut dap hak unty

: il, Pengantqy IImu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia Balaj pustaka, Jakarta, 1989, hip,. 62-63.

"Boer Mauna, Hukum Internq
Dalam Erq

' : Slonql Pengertian, Peranan dan Fungsi
Dinamikq Global, 2005, hly, 24,
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Sorensen, Mac Milan, New y

28
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tional Law, Edited by Max
8, him. 253,
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undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk
mematuhi;

c. Aspek teritorial kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan eksklusif

yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda
yang terdapat di wilayah tersebut.2?

Walaupun doktrin kedaulatan ini merupakan doktrin klasik,
tetapi dalam praktek internasional sering menggunakan doktrin ini.
Sebagai contoh dalam Anglo Norwegian Fisheries Case. Keputusan
tanggal 18 Desember 1951, menyinggung eratnya hubungan antara
daratan dan laut karena daratanlah yang memberikan kepada negara
pantai hak kedaulatan atas laut yang menggenangi pantai tersebut.>®

Dalam Konvensi Jenewa 1958 Pasal 1 menyatakan bahwa
kedaulatan suatu negara dapat melampaui daratan dan perairan
pedalamannya sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan
dengan pantai negara tersebut yang disebut dengan laut teritorial.
Sehingga dalam Konvensi tersebut selalu digunakan istilah kedaulatan
untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak negara
pantai terhadap laut teritorialnya. Sedangkan UNCLOS 1982 juga
mengatur mengenai teori kedaulatan yaitu dalam Pasal 2 UNCLOS
1982, yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain
wilayah daratan dan perairan pendalamannya dan dalam hal suatu
negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur
laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial.

Dari aspek kedaulatan di atas dapat dilihat bahwa negara-
negara pantai juga mempunyai kedaulatan untuk menentukan batas-
batas lautnya. Begitu juga dengan negara-negara yang secara geografis
kurang beruntung atau .negara-negara yang tidak mempunyai laut
mempunyai hak untuk mencari ikan baik di laut lepas maupun di ZEE
negara lain tetapi dengan mengikuti aturan hukum yang ada.

F. PENANGKAPAN IKAN LINTAS BATAS

Dalam hal penangkapan ikan di laut, Mery George membagi
“o
dua macam cara penangkapan ikan yaitu sah menurut hukum d

an
melanggar hukum.?! Penangkapan ikan sah menurut hukum ial

ah

*“Boer Mauna, Op. Cit., hlm., 24,
3Ibid, him. 367-368.

“Mary George, Legal Regime of the Straits of Mal

: : ; acca and Singapore
LexisNexis Malaysia Sdn Bhd, Malaysia, 2008, him, 385 T aapore,
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7 ai ke z0 . |
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: jadi terbagi dalam o,

antai boleh )a(‘h terbag M Pelher
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4 e ayan berdasarkan sifat kapal ga, ;@

g ada ﬂEl L jenis
yang berbedad-d3:5kan. Di dalam UNCLOS 1982 selain MeNgapy
L );a;nilatlgtangkap ikan, peraturan lain yang perly dipatuhi
mengen

bila memancing adalah aturan kepada hasil tangkapan dap il
apabi _ =
t;)ngkapan maksimum yang dibenarkan.

Sedangkan penangkapan ikan .yalr.lg melanggar hukuy
(unlawful fishing) juga disebut se?bagal J.IIe.gal, unrgported and
unregulated fishing' (IUU Fishing). Tindakan ini ada}lah_ ilegal Karepg
tidak mengikut UNCLOS 1982 atau melanggar perjanjian perikanan
multilateral atau bilateral atau undang-undang domestik negara
pantai. Hal ini daat terjadi dalam berbagai zona maritim termasuk d
laut bebas.34

Zona maritim merupakan persoalan dasar mengena
bermulanya batas perikanan dengan sy garis pangkal. hal il
dimungkinkan untuk sebuah negara pantai untuk menyesuaikan gars

Pangkalnya dan untyk Memasukkan zona tambahan ke dalam l

teritorialnya. : ' |
; alnya. Walay bagalmanapun, garis pangkal tersebut tidak harus

an sampaj ST O ikan gars
Panglal bagi perairar mpal 24 mil. Kaedah penaril o
PERting untyk 1. Pantai dan perbatasan landas kontinen i{;n
mungkin  perl, gentukan ekuitas dalam perikanan. Garis mé :an
“Peénting, Sejara}e 28l penggant; dan menyesuaikan de“:.
Perlu ditip; semu]] 2y adat dan garis landas kontinen “ulnoang
il dan ) kukana tl)ntuk Memperhitungkan persediaan ikan )\j.mg
en( 11 Al i = ‘..l.‘
rikan garig perbatasan yang bart
“Pasy)
£ 1(3
“Mar e()[r)UNCLOS 198
Ci
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pertanggung jawab di Selat Malaka3s Salah satu cara untuk
menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan prinsip-
prinsip teritorial atau perlindungan hukum internasional umum dan
menafsirkan masalah sebagai salah satu yang termasuk dalam hak
prerogatif negara. Alternatif lain, negara-negara yang bersangkutan
dapat mempertimbangkan yurisdiction kondominium untuk zona
tersebut. Sehingga yang menjadi permasalahan yang sangat mendasar

dalam kasus-kasus penangkapan ikan lintas batas selalunya ialah
masalah perbatasan zona-zona laut.

G. PEMBAGIAN BATAS-BATAS MARITIM ANTAR NEGARA

Perundingan mengenai perbatasan maritim tertentu harus
melibatkan isu mengenai zona maritim yang dapat diklaim oleh
sebuah negara pantai. Secara umumnya terdapat dua jenis zona
maritim yaitu zona domestik sebuah negara pantai dan internasional.
Zona maritim domestik suatu negara meliputi perairan pedalaman
(internal waters), perairan Kkepulauan (archipelagicwaters), laut
teritorial (territorialsea), zona tambahan (contiguouszonae), zona
ekonomi eksklusif (exclusiveeconomiczonae) dan landas kontinen
(continentalshelf). Sedangkan zona maritim internasional terdiri dari
laut bebas (highseas) dan dasar laut dalam (deepseabed).

1. Laut teritorial

Pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa luas laut teritorial
tidak melebihi 12 mil yang diukur dari garis pangkal. Dalam Pasal 4
pula dinyatakan bahwa batas terluar laut teritorial adalah suatu garis
sebagai tempat kedudukan titik-titik pada jarak terdekat dari titik
garis pangkal yang sama dengan luas laut teritorial seperti dinyatakan
dalam Pasal 3.

Dalam laut teritorialnya, sebuah negara pantai mempunyai
kedaulatan penuh, tetapi subjek kepada hak lintas damai bagi kapal-
kapal asing. Ini berarti bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan
atau hak seperti di darat, melainkan kapal asing tersebut tidak
melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum dan
keamanan negara yang dilaluinya (Pasal 19 (1) UNCLOS 1982). Pasal
19 juga menyatakan bahwa sebuah pelayaran melanggar kedamaian,

35 Ibid., hlm. 388.
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e. peluncuran, pendaratan dan pemuatan pesawat ter ang,-

f. peluncuran, pendaratan dan pemuatan peralatan perang; :

g bongkar muat komoditas, mata uang atau manusia yang
bertentangan dengan hukum keimigrasian, fiskal. dan sanitasi
negara pantai;

h. berbagai pencemaran yang bertentangan dengan UNCLOS 1982:

berbagai aktifitas penangkapan ikan:

pelaksanaan Penelitian atau aktivitas tinjauan;

berbagai tindakan yang mengganggu sistem komunikas;j atau
fasilitas atau instalasi negara pantai;

berbagai aktifitas lain yang tidak ada hubungannya dengan
pelayaran.

e

(=

2. Zona Tambahan

Merujuk kepada Pasal 33 UNCLOS dinyatakan bahwa zona

tambahan ialah zona maritim yang tambahan ¢
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3. Landas kontinen

Pada mulanya landas kontinen diartikan sebagai daerah pantai

ang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di sgatu

{empat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut. Landas kontmer%

piasanya tidak terlalu dalam, sehingga sumber-sumber alam dari
Jandas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada.

Adapun yang dimaksudkan dengan landas kontinen ialah
daerah dasar laut yang terletak antara dasar air rendah dan titik dasar
laut menurun secara tajam. Penurunan dasar laut ini terjadi pada
kedalaman 200 meter, walaupun kadang-kadang juga terjadi pada
kedalaman 50 meter atau 500 meter. Lebar landas kontinen berbeda-
beda dari 1 sehingga 1300 kilometer dari pantai. Kategori yang
dipakai untuk menentukan di mang berakhirnya landas kontinen ialah

pada masa dasar laut secara tajam menurun dan penurunan inj terjadi
pada kedalaman laut 200 meter. .

Dalam Pasal 76 UNCLOS, dinyatakan bahwa landas kontinen
suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanal

daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut
teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan sehingga
ke tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil dari garis pangkal.
Pasal ini juga menjelaskan bahwa ketika sebuah negara pantai

mempunyai batas kontinen yang melalui jarak 200 mil, makg geologi
dan geomorfologi dari batas tersebut akan berpengaruh.

Mengenai hak dan penggunaan lan

berhak melakukan Penanaman kabel dan pipa melalyj ZEE atau pada
landas kontinen sebuah negara pantai.

Negara pantaj berkenaan
hanya boleh menentukan lintasan kabe] atay Pipa yang akan ditanam
tetapi tidak boleh melarang atau mengharuskan ketentuan
P€nanaman kabel dap pipa tersebut.

1 dibawahnya dari

das kontinen, negara asing

Landas kontinen meliputi kaw
laut Yang merangkumi dan melebihj

}{elanjutan tanah daratan kep
Jarak 200 mi] dar gar
luar,

asan dasar laut dan tanah dasar
laut teritorial sehingga me)
ada kelanjutan landag kontinen
is pangkal dari laut teritoria yang

alui

atau
diukur dari

4. Zona Ekonomi Ekskusif

Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa ZEE tidak boleh
Melehjh; 200

mil dari garis pangkal. Di dalam ZEE, sebuah negara




g an meman
ak penerbangan udara g,
sal 58 UNCLOS mengemukakg,,
emiliki kebebasan sepertj v,
INCLOS, berkaitan dengan pelayaran g,
., “"kafiel pipa bawah'laut, asalkan gy,
o ang?ﬂ,én_ aturan lain di dalam UNCLos,
; ersalahan den.glankan hak dan kewajibannya dajap,
demikian, ﬂ?lam m]eumm enghormati hak negara pantai yap,
mu da:gt:?;n:stﬁl}ﬁ Eﬁ:cum domestik negara tersebut,

. Perairan Pedalaman
: E'Per:i:airan pedalaman adalah merujuk kepada. P.asal 8 _LJNCLQS
1982, Perairan pedalaman juga dikenal dengan 1§t11ah lain vaity
fperai;'an nasional. Zona maritim ini merupakan perairan yang berada
di sisi dalam garis pangkal yang diukur kearg_h daratan. Sebuah
negara boleh mengklaim perairan .pedzl:llaman Jika negara tersebut
menggunakan batas air surut sebagai garis pangkal.

Bagi negara kepulauan, perairan pedalaman di kelilingi oleh
garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) yang mempunyai
status istimewa. Perairan pedalaman ini dikenal dengan istilah
perairan kepulauan (archipelagic waters).

Sebuah negara memiliki kedaul
pedalaman kecuali bahwa hak lintas d
asing di kawasan
pedalaman sebelum

atan penuh terhadap perairan
amai tetap berlaku bagi kapal
yang tidak dikategorikan sebagai perairan
ditentukannya sistem garis pangkal lurus.
Denggll kata lain, bila Neégara pantai suatu saat mengubah cara
Penarikan garis pangkalnya maka kapal asing tetap mempunyai hak
untu}( melalui di perajran pedalaman yang tadinya tidak termasuk
han garis pangkal dilakukan.
ntuk membuka pelabuhan atau
itu, kapal-kapal yang memasukl
rti telah menempatkan dirinya
Pemilik peraian pedalaman berkenaan dan
45INg tersebut harys mematuhi kepada
®Bara pantai berkenaan.
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6. Perairan Kepulauan

Perairan kepulauan ini adalah Zona maritim
tidak semua negara pantai miliki melainkan hanya bol
negara kepulauan. Pasal 49 UNCLOS 1982 mendefin
kepulauan sebagai perairan yang dilingkupi oleh
kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jara
pantai. Sebuah negara kepulauan memiliki kedaulatan
wilayah perairan kepulauannya, dj ruang udara di
dasar laut di bawahnya, di bawah tanah dan
terkandung di dalamnya.

istimewa yang
eh diklaim oleh
isikan perairan
garis pangkal
knya dari garis
penuh di dalam
atasnya, dalam
juga atas kekayaan yang

Hak lintas damai juga berlaku dalam perairan kepulauan, dan
kapal-kapal asing boleh melaluinya dengan aman. Meskipun demikian,
sebuah negara kepulauan boleh menghentikan hak laluan aman dalam
perairan kepulauannya jika ada pertimbangan keamanan dan hak ini
boleh dilaksanakan terhadap semua kapal laut asing tanpa ada
pengecualian.

H. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini Indonesia telah ‘ban.yak
mempunyai aturan-aturan hukum mengenai kglautannya. Begitu juga
dengan berbagai perjanjian-perjanjian yang dibuat dgngan bebfrapa
negara tetangga termasuk dengan Malaysxg. Indonesia danbMa a;lzsmt
hingga saat ini telah menyelesaikan sebagian besar batas-batas lau

teritorial dan landas kontinennya.

: bel juga
Namun. hineea kini ada satu bagian zona laut yang beium jug
INa , oo ) cara tetangganya l\’lalaYSla.

diselesaikan oleh Indonesia dengan neg o Ghroy Malaka

Yaitu perjanjian mengenai perbatasan keediia negar; ;( nomi quené

) - S - i 0 ¢
Padahal, kawasan ini memiliki arti Pen;mg d'alrl- assti*atiois dari apsek
’ i -ikanan dan niial 2
ZEE mengandung potensl perikar , n dengan
transportgsi lautD Wilayah ZEE Indonesia yang begbatasa-l di Sglcwt
. a) : mi a

Malaysia mencapai 1.200 mil. Zona 1tu termasuk 300

Malaka. s

as mengenai hak dan kewajlb{m

C a =y .

<ahaiknv: rerintah kedua
setiap negara secara adil di Selat Malaka sebaiknya pen i perjanjian
2ald c = . - a > 8 I <
negalrja h%arus segera melakukan perundingan mengenw‘ti di Selat
=Y &1 ] § Ny o A ‘ ['ltx ‘ C -~ «
tentang batas-batas zona ekonom! eksklusif kedua neg
Malaka,

Sehingga untuk menjadi jel
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